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Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(16 — 30 Mei 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

Perubahan Kedua atas UU ITE dengan Tim Panja
Pemerintah tanggal 29-31 Mei 2023 di Hotel
InterContinental Pondok Indah, Jakarta Selatan.

membahas Materi
DIM RUU tentang
Perubahan Kedua
atas UU ITE.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT | KETERANGAN
1. RUU tentang Rapat Intern Panja Perumusan RUU tentang Penyiaran | Dalam rangka
PENYIARAN Komisi I DPR RI dengan Tim Asistensi RUU Penyiaran Penyusunan draft
Setjen DPR RI tanggal 23 Mei 2023. Naskah Akademik
dan RUU
Penyiaran.
2. RUU tentang Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Dalam rangka
Perubahan Kedua | Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Komisi I | Pembahasan DIM
Atas UU No. 11 DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah tanggal 24 Mei RUU tentang
Tahun 2008 2023. Perubahan Kedua
tentang ITE Atas UU No. 11
Tahun 2008
tentang ITE.
3. Konsinyering Panja Pembahasan RUU tentang Dalam rangka

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

Kadis Kominfo,
KPID Provinsi.

Spesifik tanggal 25
— 27 Mei 2023.

1) Provinsi Bali (Denpasazr):
2) Provinsi Sumatera Utara (Medan);
3) Provinsi Jawa Timur (Surabaya).

Dalam rangka mengetahui Peran Pemerintah
Kota dan KPID dalam Mengawal Informasi
Pemilu yang Terpusat dan Terintegrasi.

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Walikota, Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke:




Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(16 — 30 Mei 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

DPR RI dengan
Kepala Lembaga
Administrasi Negara,
Kepala Arsip
Nasional RI, dan
Ketua Ombudsman
RI, dengan agenda
pembicaraan
pendahuluan
pembahasan RAPBN
TA 2024, rencana
kerja pemerintah
tahun 2024, evaluasi
pelaksanaan
anggaran tahun
2022, dan lain-lain,
pada hari Senin, 29
Mei 2023.

Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) sebagai berikut:
a. LAN

* Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp311.330.845.644,- (tiga ratus sebelas miliar
tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat
puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat
rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2022
sebesar Rp318.563.736.000,- (tiga ratus
delapan belas miliar lima ratus enam puluh tiga
juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
atau sebesar 97.73%;

* Realisasi APBN tahun 2023 (per 26 Mei 2023)
sebesar Rp103.752.915.864,- (seratus tiga
miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan
ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh
empat rupiah) dari pagu alokasi anggaran
tahun 2023 sebesar Rp334.795.042.000,- (tiga
ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | LAN RI, ANRI, dan | Rapat Dengar 1.Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari
ORI Pendapat Komisi II Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu
rupiah) atau sebesar 30.99%;

* Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp304.332.249.000,- (tiga ratus empat miliar
tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat
puluh sembilan ribu rupiah);

* Usulan tambahan anggaran RAPBN tahun
2024 sebesar Rp39.881.102.200,- (tiga puluh
sembilan miliar delapan ratus delapan puluh
satu juta seratus dua ribu dua ratus rupiah).

. ANRI

* Realisasi APBN tahun 2022
Rp249.487.945.871,- (dua ratus empat puluh
sembilan miliar empat ratus delapan puluh
tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu
delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari
pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar
Rp258.301.947.000,- (dua ratus lima puluh
delapan miliar tiga ratus satu juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau
sebesar 96.59%;

* Realisasi APBN tahun 2023 (per 26 Mei 2023)
sebesar Rp90.597.887.766,- (sembilan puluh
miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta
delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh
ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari pagu
alokasi anggaran tahun 2023 sebesar
Rp286.743.723.000,- (dua ratus delapan puluh
enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta
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INFO SINGKAT

KETERANGAN

tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau
sebesar 31.60%;

* Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp279.727.665.000,- (dua ratus tujuh puluh
sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta
enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

* Usulan tambahan anggaran RAPBN tahun
2024 sebesar Rp131.780.593.000,- (seratus
tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh
juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

* Usulan pergeseran anggaran tahun 2024
sebesar Rp6.950.904.000,- (enam miliar
sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus
empat ribu rupiah).

. ORI

* Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp196.777.310.463,- (seratus sembilan puluh
enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta
tiga ratus sepuluh ribu empat ratus enam
puluh tiga rupiah) dari pagu alokasi anggaran
tahun 2022 sebesar Rp204.336.998.000,- (dua
ratus empat miliar tiga ratus tiga puluh enam
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah) atau 96.30%;

* Realisasi APBN tahun 2023 (per 24 Mei 2023)
sebesar Rp76.444.161.638,- (twuh puluh enam
miliar empat ratus empat puluh empat juta
seratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga
puluh delapan rupiah) dari pagu alokasi
anggaran tahun 2023 sebesar
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KETERANGAN

Rp230.324.146.000,- (dua ratus tiga puluh
miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus
empat puluh enam ribu rupiah) atau 33.19%;

* Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp247.570.830.000,- (dua ratus empat puluh
tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan
ratus tiga puluh ribu rupiah);

* Usulan tambahan anggaran RAPBN tahun
2024 sebesar Rp47.955.490.000,- (empat
puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh
lima juta empat ratus sembilan puluh ribu
rupiah).

2. Terhadap Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 dan
usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang
diusulkan oleh LAN, ANRI, dan ORI, serta usulan
pergeseran anggaran tahun 2024 yang diusulkan
oleh ANRI, Komisi II DPR RI akan membahasnya
secara mendalam pada RDP yang akan datang.

3. Komisi Il DPR RI meminta kepada LAN, ANRI, dan

ORI untuk segera menyampaikan pagu alokasi
anggaran tahun 2023 dan rinciannya sesuai
dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga)
beserta target dan capaian kinerja kepada
Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat,
2 Juni 2023, sebagai bahan pendukung rapat
pembahasan RAPBN tahun 2024 yang akan
datang.
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2.

Kementerian
Dalam Negeri RI,
BNPP, DKPP, KPU
RI, dan Bawaslu
RI

Rapat Kerja/Rapat
Dengar Pendapat
Komisi II DPR RI
dengan Menteri
Dalam Negeri RI,
Kepala Badan
Nasional Pengelola
Perbatasan RI, Ketua
Dewan Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu RI, Ketua
Komisi Pemilihan
Umum RI, dan Ketua
Badan Pengawas
Pemilu RI, dengan
agenda pembicaraan
pendahuluan
pembahasan RAPBN
TA 2024, rencana
kerja pemerintah
tahun 2024, evaluasi
pelaksanaan
anggaran tahun
2022, dan lain-lain,
pada hari Senin, 29
Mei 2023.

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI),
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia (Bawaslu RI), dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai berikut:
A.Kemendagri dan DKPP

1) Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp3.200.796.124.766,00 (tiga triliun dua
ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam
juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus
enam puluh enam rupiah) dari pagu alokasi
anggaran tahun 2022 sebesar
Rp3.229.423.335.000,00 (tiga triliun dua
ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus
dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima
ribu rupiah) atau sebesar 99,11%. Realisasi
anggaran tersebut sudah termasuk realisasi
anggaran DKPP sebesar
Rp26.962.358.466,00 (dua puluh enam miliar
sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus
lima puluh delapan ribu empat ratus enam
puluh enam rupiah) dari pagu alokasi
anggaran DKPP tahun 2022 sebesar
Rp27.101.703.000,00 (dua puluh tujuh miliar
seratus satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
atau sebesar 99,49%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 26 Mei 2023)
sebesar Rp1.239.851.674.367,00 (satu triliun
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dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan
ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh
puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh
rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun
2023 sebesar Rp3.142.715.418.000,00 (tiga
triliun seratus empat puluh dua miliar tujuh
ratus lima belas juta empat ratus delapan
belas ribu rupiah) atau sebesar 39,45%.
Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk
realisasi anggaran DKPP sebesar
Rp15.856.102.748,00 (lima belas miliar
delapan ratus lima puluh enam juta seratus
dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan
rupiah) dari pagu alokasi anggaran DKPP
tahun 2023 sebesar Rp92.353.233.000,00
(sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima
puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu
rupiah) atau sebesar 17,17%;

3) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp3.209.764.560.000,00 (tiga triliun dua
ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh
empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
sudah termasuk pagu indikatif DKPP tahun
2024 sebesar Rp67.381.500.000,00 (enam
puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh
satu juta lima ratus ribu rupiah).

B.BNPP

1) Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp231.912.709.344,00 (dua ratus tiga puluh
satu miliar sembilan ratus dua belas juta
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tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus empat
puluh empat rupiah) dari pagu alokasi
anggaran tahun 2022 sebesar
Rp236.895.124.000,00 (dua ratus tiga puluh
enam miliar delapan ratus sembilan puluh
lima juta seratus dua puluh empat ribu
rupiah) atau sebesar 97,90%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 26 Mei 2023)
sebesar Rp89.102.726.566,00 (delapan puluh
sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus
dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh
enam rupiah) dari pagu alokasi anggaran
tahun 2023 sebesar Rp248.508.954.000,00
(dua ratus empat puluh delapan miliar lima
ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh
empat ribu rupiah) atau sebesar 35,85%;

3) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp231.300.651.000,00 (dua ratus tiga puluh
satu miliar tiga ratus juta enam ratus lima
puluh satu ribu rupiah);

4) Usulan pergeseran anggaran tahun 2024
sebesar Rp22.303.366.000,00 (dua puluh dua
miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus enam
puluh enam ribu rupiah).

C.KPU RI

1) Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp3.378.768.257.503,00 (tiga triliun tiga
ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus
enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh
tuyjuh ribu lima ratus tiga rupiah) dari pagu
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alokasi anggaran tahun 2022 sebesar
Rp3.516.283.014.000,00 (tiga triliun lima
ratus enam belas miliar dua ratus delapan
puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) atau
sebesar 96,09%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 12 Mei 2023)
sebesar Rp6.531.359.000.228,00 (enam
triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tiga
ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua
puluh delapan rupiah) dari pagu alokasi
anggaran tahun 2023 sebesar
Rp15.987.872.001.000,00 (lima belas triliun
sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar
delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu
rupiah) atau sebesar 40,83%;

3) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp28.365.496.586.000,00 (dua puluh
delapan triliun tiga ratus enam puluh lima
miliar empat ratus sembilan puluh enam juta
lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

4) Usulan tambahan anggaran untuk
kekurangan kebutuhan anggaran tahun
2023 sebesar Rp7.869.445.225.000,00 (tujuh
triliun delapan ratus enam puluh sembilan
miliar empat ratus empat puluh lima juta dua
ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan usulan
tambahan anggaran tahun 2024 sebesar
Rp17.346.771.463.000,00 (tujuh belas triliun

tiga ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus

10
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tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh
tiga ribu rupiah).

D. Bawaslu RI

1) Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp2.598.643.002.539,00 (dua triliun lima
ratus sembilan puluh delapan miliar enam
ratus empat puluh tiga juta dua ribu lima
ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari pagu
alokasi anggaran tahun 2022 sebesar

Rp2.940.924.979.000,00 (dua triliun sembilan

ratus empat puluh miliar sembilan ratus dua
puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh
sembilan ribu rupiah) atau sebesar 88,36%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 23 Mei 2023)
sebesar Rp2.768.607.033.247,00 (dua triliun
tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam
ratus tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus
empat puluh tujuh rupiah) dari pagu alokasi
anggaran tahun 2023 sebesar
Rp7.103.821.817.000,00 (twjuh triliun seratus
tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta
delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) atau
sebesar 38,97%;

3) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp11.605.527.974.000,00 (sebelas triliun
enam ratus lima miliar lima ratus dua puluh
tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah);

4) Usulan tambahan anggaran untuk
kekurangan kebutuhan anggaran tahun

11
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2023 sebesar Rp6.201.485.596.000,00 (enam
triliun dua ratus satu miliar empat ratus
delapan puluh lima juta lima ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah) dan usulan
tambahan anggaran tahun 2024 sebesar
Rp1.418.643.553.000,00 (satu triliun empat
ratus delapan belas miliar enam ratus empat
puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu
rupiah).

2. Terhadap Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 yang

diusulkan oleh Kemendagri, BNPP, KPU RI,
Bawaslu RI, dan DKPP, usulan tambahan
anggaran tahun 2024 yang diusulkan oleh KPU RI
dan Bawaslu RI, serta usulan pergeseran
anggaran BNPP, Komisi II DPR RI akan
membahasnya secara mendalam pada RDP yang
akan datang.

. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri,

BNPP, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP untuk
segera menyampaikan pagu alokasi anggaran
tahun 2023 dan rinciannya sesuai dengan
program beserta target dan capaian kinerja
kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat
Senin, 5 Juni 2023, sebagai bahan pendukung
rapat pembahasan RAPBN tahun 2024 yang akan
datang.

Kementerian
ATR/BPN RI

Rapat Kerja Komisi II
DPR RI dengan

. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
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Menteri ATR/BPN RI,
dengan agenda
pembicaraan
pendahuluan
pembahasan RAPBN
TA 2024, rencana
kerja pemerintah
tahun 2024, evaluasi
pelaksanaan
anggaran tahun
2022, dan lain-lain,
pada hari Selasa, 30
Mei 2023.

Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)

sebagai berikut:

a. Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp7.348.445.379.404,00 (twuh triliun tiga ratus
empat puluh delapan miliar empat ratus empat
puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan
ribu empat ratus empat rupiah) dari pagu
alokasi anggaran tahun 2022 sebesar
Rp7.850.387.046.000,00 (tujuh triliun delapan
ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh
tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah) atau
sebesar 93,61%.

b. Realisasi APBN tahun 2023 (per 28 Mei 2023)
sebesar Rp2.098.142.517.074,00 (dua triliun
sembilan puluh delapan miliar seratus empat
puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh
puluh empat rupiah) dari pagu alokasi anggaran
tahun 2023 sebesar Rp7.626.192.519.000,00
(twjuh triliun enam ratus dua puluh enam miliar
seratus sembilan puluh dua juta lima ratus
sembilan belas ribu rupiah) atau sebesar
27,51%.

2. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan
terkait Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2024
Kementerian ATR/BPN sebesar
Rp7.183.008.286.000,00 (twjuh triliun seratus
delapan puluh tiga miliar delapan juta dua ratus
delapan puluh enam ribu rupiah) dan akan
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membahasnya secara mendalam pada rapat
pembahasan RAPBN tahun 2024 selanjutnya.

. Terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2024

yang diusulkan oleh Kementerian ATR/BPN
sebesar Rp4.143.054.466.569,00 (empat triliun
seratus empat puluh tiga miliar lima puluh empat
juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus
enam puluh sembilan rupiah), Komisi II DPR RI
akan membahasnya secara mendalam pada rapat
pembahasan RAPBN tahun 2024 selanjutnya.

. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian

ATR/BPN untuk segera menyampaikan pagu
alokasi anggaran tahun 2023 dan rinciannya
sesuai dengan program dan kegiatan beserta
target dan capaian kinerja kepada Sekretariat
Komisi II DPR RI paling lambat Senin, 5 Juni
2023, sebagai bahan pendukung rapat
pembahasan RAPBN tahun 2024 yang akan
datang.

Kementerian
Sekretariat
Negara,
Sekretariat
Kabinet, Kantor
Staf Presiden, dan
BPIP

Rapat Kerja/Rapat
Dengar Pendapat
Komisi II DPR RI
dengan Menteri
Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet,
Kepala Staf
Kepresidenan, dan
Kepala Badan

. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari

Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat
Kabinet, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai
berikut:
A. Kementerian Sekretariat Negara dan KSP
1) Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp3.419.288.110.136,00 (tiga triliun empat
ratus sembilan belas miliar dua ratus delapan
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Pembinaan Ideologi
Pancasila, dengan
agenda pembicaraan
pendahuluan
pembahasan RAPBN
TA 2024, rencana
kerja pemerintah
tahun 2024, evaluasi
pelaksanaan
anggaran tahun
2022, dan lain-lain,
pada hari Selasa, 30
Mei 2023.

puluh delapan juta seratus sepuluh ribu
seratus tiga puluh enam rupiah) dari pagu
alokasi anggaran tahun 2022 sebesar
Rp3.631.309.980.000,00 (tiga triliun enam
ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh
ribu rupiah) atau sebesar 94,16%; termasuk
di dalamnya realisasi anggaran tahun 2022
Kantor Staf Presiden sebesar
Rp105.173.742.771,00 (seratus lima miliar
seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat
puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu
rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun
2022 sebesar Rp105.784.896.000,00 (seratus
lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat
juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah) atau sebesar 99,42%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 22 Mei 2023)

sebesar Rp809.929.536.337,00 (delapan
ratus sembilan miliar sembilan ratus dua
puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh
enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
dari pagu alokasi anggaran tahun 2023
sebesar Rp3.204.436.183.000,00 (tiga triliun
dua ratus empat miliar empat ratus tiga puluh
enam juta seratus delapan puluh tiga ribu
rupiah) atau sebesar 25,28%; termasuk di
dalamnya realisasi anggaran tahun 2023
Kantor Staf Presiden sebesar
Rp38.460.228.372,00 (tiga puluh delapan
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miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus
dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh
dua rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun
2023 sebesar Rp121.778.584.000,00 (seratus
dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh
delapan juta lima ratus delapan puluh empat
ribu rupiah) atau sebesar 31,58%;

3) Pagu Indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar

Rp2.650.162.589.000,00 (dua triliun enam
ratus lima puluh miliar seratus enam puluh
dua juta lima ratus delapan puluh sembilan
ribu rupiah), termasuk di dalamnya adalah
anggaran untuk Kantor Staf Presiden (KSP)
sebesar Rp122.033.004.000,00 (seratus dua
puluh dua miliar tiga puluh tiga juta empat
ribu rupiah).

B. Sekretariat Kabinet
1) Realisasi APBN tahun 2022 sebesar

Rp295.639.314.880,00 (dua ratus sembilan
puluh lima miliar enam ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus empat belas ribu
delapan ratus delapan puluh rupiah) dari
pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar
Rp305.755.794.000,00 (tiga ratus lima miliar
tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus
sembilan puluh empat ribu rupiah) atau
sebesar 96,69%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 22 Mei 2023)

sebesar Rp152.626.093.953,00 (seratus lima
puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam
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juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus
lima puluh tiga rupiah) dari pagu alokasi
anggaran tahun 2023 sebesar
Rp334.692.364.000,00 (tiga ratus tiga puluh
empat miliar enam ratus sembilan puluh dua
juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)
atau sebesar 45,60%;

3) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp348.769.306.000,00 (tiga ratus empat
puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh
sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);

4) Usulan tambahan anggaran tahun 2024
sebesar Rp16.785.887.000,00 (enam belas
miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah).

C.BPIP

1) Realisasi APBN tahun 2022 sebesar
Rp308.446.284.679,00 (tiga ratus delapan
miliar empat ratus empat puluh enam juta dua
ratus delapan puluh empat ribu enam ratus
tujuh puluh sembilan rupiah) dari pagu
alokasi anggaran tahun 2022 sebesar
Rp321.690.623.000,00 (tiga ratus dua puluh
satu miliar enam ratus sembilan puluh juta
enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau
sebesar 95,88%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 26 Mei 2023)
sebesar Rp126.457.752.487,00 (seratus dua
puluh enam miliar empat ratus lima puluh
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tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu
empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari
pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar
Rp328.896.748.000,00 (tiga ratus dua puluh
delapan miliar delapan ratus sembilan puluh
enam juta tujuh ratus empat puluh delapan
ribu rupiah) atau sebesar 38,45%;

3) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar
Rp341.127.197.000,00 (tiga ratus empat
puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta
seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

4) Usulan tambahan anggaran tahun 2024
sebesar Rp149.181.317.000,00 (seratus
empat puluh sembilan miliar seratus delapan
puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu
rupiah).

2. Terhadap Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 yang

diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet, KSP dan BPIP, dan usulan
tambahan anggaran tahun 2024 yang diusulkan
oleh Sekretariat Kabinet dan BPIP, Komisi II DPR
RI akan membahasnya secara mendalam pada
RDP yang akan datang.

. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian

Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, KSP dan
BPIP untuk segera menyampaikan pagu alokasi
anggaran tahun 2023 dan rinciannya sesuai
dengan program dan kegiatan beserta target dan
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Hari Rabu, 17
Mei 2023.

melanjutkan Pembahasan
terkait Rancangan Peraturan
KPU dalam Penyelenggaraan
Pemilu Umum Tahun 2024,
dan lain-lain.

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR
RI paling lambat Senin, 5 Juni 2023, sebagai
bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN
tahun 2024 yang akan datang.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK INFO SINGKAT KETERANGAN
PENGAWASAN
1. | KPU RI, Bawaslu RI, DKPP | a. Pelaksanaan | Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI meminta Komisi
RI, dan Kementerian undang- Komisi II DPR RI dengan Pemilihan Umum Republik
Dalam Negeri RI undang; Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Indonesia (KPU RI) untuk tetap
b. Pelaksanaan | Ketua DKPP, dan Dirjen konsisten melaksanakan
keuangan Politik dan Pemerintahan Peraturan Komisi Pemilihan
negara; Kementerian Dalam Negeri RI, | Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun
dan/atau dengan agenda membahas 2023 tentang Pencalonan Anggota
c. Kebijakan Perubahan Peraturan KPU Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
pemerintah. | Nomor 10 Tahun 2023, Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. | KPU RI, Bawaslu RI, DKPP

a. Pelaksanaan

Rapat Dengar Pendapat

Komisi II DPR RI bersama dengan

RI, dan Kementerian undang- Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri
Dalam Negeri RI undang; Ketua KPU, Ketua Bawaslu, (Kemendagri), Komisi Pemilihan
b. Pelaksanaan | Ketua DKPP, dan Dirjen Umum Republik Indonesia (KPU
keuangan Politik dan Pemerintahan RI), Badan Pengawas Pemilihan

negara; Kementerian Dalam Negeri RI, | Umum Republik Indonesia

dan/atau dengan agenda pembahasan (BAWASLU RI), dan Dewan
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OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan dan pengesahan 3 (tiga) Kehormatan Penyelenggara
pemerintah. | Rancangan PKPU dan Pemilihan Umum Republik

Hari Senin, 29
Mei 2023.

Rancangan Perbawaslu.

Indonesia (DKPP RI) menyetujui:
1. Rancangan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (R-PKPU)

sebagai berikut:

a. Rancangan PKPU tentang
Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya dalam
Pemilihan Umum.

b. Rancangan PKPU tentang
Kampanye dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.

c. Rancangan PKPU tentang
Dana Kampanye Pemilihan
Umum.

2. Rancangan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum
(Perbawaslu) tentang
Pengawasan Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Dengan catatan agar KPU RI dan
Bawaslu RI memperhatikan saran
dan masukan dari Anggota
Komisi II DPR RI, Kementerian
Dalam Negeri dan DKPP RI.

Pemerintah Kota
Bandung, Pemerintah
Kabupaten Pandeglang,
Pemerintah Kota
Sukabumi

a. Pelaksanaan
undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara;
dan/atau

c. Kebijakan
pemerintah.

Tanggal 24 -26
Mei 2023.

Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi II DPR RI.

Terkait persiapan dan kesiapan
Pemilu Serentak Tahun 2024, ke
Kota Bandung, Kabupaten
Pandeglang, dan Kota Sukabumi.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI III

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Penyusunan RUU
tentang PENYADAPAN

Rapat Dengar
Pendapat tanggal
22 Mei 2023.

Pada tanggal 22 Mei 2023, Komisi III DPPR RI
melaksaakan RDP dengan Kepala Badan
Keahlian (BK) Setjen DR RI membahas
penyusunan draf RUU tentang Penyadapan.

Kepala BK Setjen DPR RI memberikan

penjelasan terkait dengan substansi dalam

draf RUU tentang Penyadapan sesuai dengan

beberapa masukan Komisi III DPR RI tanggal

15 November 2022. Beberapa materi yang

disampaikan oleh Kepala BK Setjen DPR RI,

yaitu:

1. Penghentian sementara Penyadapan
(pause).

2. Ruang lingkup Penyadapan.

3. Larangan penyebarluasan hasil
penyadapan.

Dalam diskusi, masih ada beberapa masukan

Komisi III DPR RI, antara lain:

1. Perlu ada pengawasan didalam RUU ini
dalam bentuk badan. Ke depan akan
memasuki dunia dimana penyadapan bisa

RUU Usul Inisiatif
Komisi III DPR RI.
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dilakukan banyak orang dengan merekam
sendiri dan menyebarkan kemana-mana.

2. Perlu adanya sinkronisasi dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik agar tidak benturan.
3. Perlu ada pengaturan terkait
penyalahgunaan penyadapan oleh APH.
4. Berdasarkan KUHAP, penyadapan boleh
dilakukan pada tahap penyelidikan.

Masukan yang disampaikan Komisi III DPR RI

akan dipelajari lebih lanjut oleh Tim BK
Setjen DPR RI, terutama berkaitan dengan

pengawasan penyadapan dengan membentuk

badan.

Penyusunan
Rancangan Peraturan
DPR RI tentang
Pembentukan Tim
Pengawas
Pemberantasan
Terorisme (TPPT)

Tim Badan Keahlian DPR RI masih
memperbaiki Rancangan Peraturan DPR RI
tentang TPPT berdasarkan masukan Komisi
III tanggal 31 Januari 2023.

Amanat Pasal 43J
UU Nomor 5 Tahun
2018 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2002
tentang
Pemberantasan
Tindak Pdana
Terorisme.
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

3. Pembahasan Rapat Intern Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi
RUU tentang HUKUM | Komisi III DPR RI III DPR RI tanggal 17 Mei 2023, bahwa Komisi
ACARA PERDATA tanggal 17 Mei [IT masih menunggu kesiapan Pemerintah
(selanjutnya disebut 2023. dalam melakukan Pembahasan RUU tentang
dengan Haper.

RUU tentang HAPER)

4. Pembahasan Rapat Intern Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal
RUU tentang Komisi IIT tanggal 17 Mei 2023 Komisi III masih menunggu
Perubahan Kedua atas | 17 Mei 2023. kesiapan Pemerintah dalam penyusunan draf
UU Nomor 35 Tahun RUU tentang Narkotika yang menggabungkan
2009 tentang UU Psikotropika dan UU Narkotika.
NARKOTIKA
(selanjutnya disebut
dengan
RUU tentang
NARKOTIKA)

5. Pembahasan Rapat Panja Panja melaksanakan pembahasan DIM pada

RUU tentang
Perubahan Keempat
atas UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang
MAHKAMAH
KONSTITUSI
(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang
MAHKAMAH
KONSTITUSI)

Tanggal 24 Mei
2023.

tanggal 24 Mei 2023. Rapat panja ini
merupakan lanjutan dari Rapat tanggal 4
April 2023 dimana Pemerintah meminta
waktu untuk melakukan konsolidasi internal,
yaitu mengenai Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Ketentuan
Peralihan.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah
melalui Menkopolhukam dengan Surat
Nomor: B-84/HK-00.00/5/2023
mengusulkan perubahan DIM yang bersifat
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
SUBSTANSI, yaitu pada DIM Nomor 35 dan
DIM Nomor 47 untuk dibahas.
Usulan Panja terkait dengan Keanggotaan
MKMK yaitu agar tidak ada syarat “tidak
menjadi anggota dari partai politik dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”,
dengan catatan pada penjelasan
dimasukkan terkait surat pengunduran diri
dari partai politik.
Untuk Pasal 87 Ketentuan Peralihan, Panja
mengusulkan agar rapat dipending guna
koordinasi internal.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. 1. Kapolda Metro Jaya Membahas: RDP dan RDPU Komisi III DPR RI tanggal
2. Kepala Dinas Permasalahan 23 Mei 2023 merupakan tindak lanjut dari

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
(DPRKP) Provinsi DKI
Jakarta

3. Pimpinan PT. Aetra Air
Jakarta

Apartemen Graha
Cempaka Mas
(GCM).

RDP dan RDPU
tanggal 23 Mei

RDPU Komisi III DPR RI dengan
penghuni/pemilik Apartemen GCM
tanggal 10 April 2023.

Beberapa yang disampaikan Kapolda
Metro Jaya:
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. PT. PLN (Persero) 2023, pkl. 10.00 1. Pada prinsipnya memutuskan pihak
5. PAM Jaya Jakarta WIB. yang berhak terhadap kepengurusan
6. PT. Duta Pertiwi apartemen adalah diluar kewenangan

Polri.

2. Namun dalam rangka kamtibmas, Polri
melakukan beberapa Tindakan.

3. Ada beberapa kendala yang dihadapi
dalam penanganan sengketa.

Beberapa hal yang disampaikan PT Duta

Pertiwi diantaranya sebagai berikut:

1. Tugas PT Duta Pertiwi dibagi menjadi
dua divisi yaitu developer dan pengelola.

2. Perjanjian penunjukan PT Duta Pertiwi
sebagai pengelola disepakati oleh P3SRS
bukan perorangan.

3. Selesai pembangunan tahun 2000 dan
sudah diserahkan dari developer kepada
P3SRS dan masih menggunakan
Undang-Undang Rumah Susun yang
lama yaitu Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 beserta PP Nomor 4 tahun
1988, dalam pasal 64 menyatakan
pengelolaan terhadap rumah susun dan
lingkungannya dapat dilaksanakan oleh
suatu badan pengelola yang ditunjuk
atau dibentuk oleh perhimpunan
penghuni. Pengurus perhimpunan
penghuni saat itu menunjuk badan
pengelola PT Duta Pertiwi.
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LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

NO

Beberapa hal yang menjadi jawaban
DPRKP diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Berdasarkan aturan yang sebelumnya,
sebelum tahun 2018 belum pernah
mencatat kepengurusan P3SRS yang
ada di Apartemen GCM. Tidak ada
kewajiban bagi Dinas Perumahan untuk
mengesahkan itu. Kewajiban untuk
mengesahkan timbul setelah peraturan
Nomor 132 Tahun 2018. Pada tahun
2018 DPRKP mengundang semua pihak
untuk dapat melaksanakan apa yang
diamanatkan di Pasal 103 Pergub
Nomor 132 Tahun 2018. Sehingga tidak
lagi melihat ke tahun sebelum 2018
dikarenakan sudah diperbaharui pada
tahun 2018 dengan peraturan Menteri
dan peraturan gubernur.

2. SK gubernur yang dimaksud yaitu
Nomor 1029 Tahun 2000 adalah
pengesahan terhadap Lembaga atau
badan hukum P3SRS bukan terhadap
kepengurusan. Pengesahan terhadap
kepengurusan baru timbul setelah
Pergub Nomor 132 Tahun 2018.
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KEMENTERIAN/ OBJEK

NO LEMBAGA PENGAWASAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

Beberapa hal yang disampaikan oleh
Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan bahwa yang menjadi isu
utama adalah adanya laporan bahwa
Polda Metro Jaya menjaga PT Duta
Pertiwi untuk bertindak sewenang-
wenang terhadap penghuni dan laporan
tersebut tidak diproses.

2. Meminta Kapolda untuk tidak
mendukung PT Duta Pertiwi

3. Terkait tugas PT Duta Pertiwi sebagai
developer pembangun kemudian
menjual, dan setelah terjual
menyerahkan kepada perhimpunan
penghuni. Tapi semangat yang
ditangkap, PT Duta Pertiwi sebagai
developer ingin mengatur semuanya.

4. Melihat adanya ketidakseimbangan
bahwa hak-hak penghuni yang sudah
strata title namun fasilitas tidak
diberikan 100% sehingga disitu
berpotensi adanya kesewenang-
wenangan yang dilakukan oleh
developer atau pihak lain dan
menimbulkan kerugian.

5. Meminta pihak kepolisian untuk
menilai perkara ini berdasarkan duduk
perkara demi keadilan bukan
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

memperkuat yang memiliki kedudukan
lebih tinggi.

6. Memandang bahwa perkara ini
merupakan perkara perdata yang
seharusnya bisa diselesaikan antar
pengelola dan penghuni.

7. Meminta penjelasan terkait adanya
forum yang tidak kuorum melakukan
rapat tetapi diberikan izin oleh DPRKP
sehingga timbul dualisme.

8. Meminta PT Duta Pertiwi untuk
menyelesaikan permasalahan dualisme
ini.

Kesimpulan:

Komisi III DPR RI meminta Kapolda Metro
Jaya agar menangani permasalahan
Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM)
secara netral, profesional dan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

24 Pengurus Wilayah
Ikatan Notaris Indonesia
(24 Pengwil - INI)

Membahas:
Penyelesaian
permasalahan pada
organisasi INL

RDPU tanggal 23
Mei 2023, pukul.
14.00 WIB.

RDPU Komisi III DPR RI dengan 24
Pengurus Wilayah Ikatan Notaris
Indonesia tanggal 23 Mei 2023, membahas
mengenai permasalahan yang terjadi di
tubuh organisasi Ikatan Notaris Indonesia
(INT).

Beberapa hal yang disampaikan 24
Pengwil INI:
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1. Kejadian bermula pada Mei 2019 Ikatan
Notaris Indonesia (INI) mengadakan
kongres yang dilaksanakan di
Makassar, dengan keputusan
menetapkan Sdri. Yualita Widiadari
terpilih sebagai Ketua Umum INI
periode 2019 hingga 2022 dengan
metode pemilihan e-voting terbatas;
Memberikan kewenangan kepada
pengurus pusat yang terpilih untuk
menyelenggaran Kongres Luar Biasa
dengan agenda khusus mengubah
seluruh Anggaran Dasar dan Kode Etik
Notaris paling lambat satu tahun sejak
ditutupnya kongres di Makassar; dan
Menetapkan tempat kongres
berikutnya, yaitu Kongres ke-24 di
Provinsi Jawa Barat.

2. Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia (PP INI) tidak juga
melaksanakan amanah kongres
Makassar, terkhusus melaksanakan
Kongres Luar Biasa dengan agenda
khusus mengubah seluruh Anggaran
Dasar dan Kode Etik Notaris.

3. Masa jabatan ketua umum INI periode
2019-2022 berlaku sejak tanggal 1 Mei
2019 sampai 1 Mei 2022, namun
demikian dikarenakan
ketidakmampuan pengurus pusat
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untuk melaksanakan KLB dan kongres
berikutnya (kongres ke-24 di Provinsi
Jawa Barat), maka pengurus pusat
meminta pengunduran waktu
dilaksanakannya kongres kepada
seluruh anggota dengan cara
mengambil langkah referendum
(keputusan di luar kongres, yang diatur
di dalam Pasal 12 Ayat 3 dan Pasal 22
ART INI).

. Dikarenakan tidak ada komunikasi

yang baik antara pengurus pusat
dengan 33 Pengurus Wilayah, maka
kami meminta bantuan Kementrian
Hukum dan HAM RI. Kemudian pihak
Kemenkumham mengundang para
Ketua Pengurus Wilayah untuk
melakukan rembuk nasional. Sesuai
dengan surat tertanggal 29 September
2022 dan akhirnya rembuk nasional
tersebut dilakukan di Hotel Bidakara
Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022.

. Sesuai dengan AD/ART Pasal 21 Ayat

D, Pengwil telah meminta kepada PP INI
untuk dilaksanakan KLB akibat
gagalnya PP untuk melaksanakan
Kongres ke-24 di Cilegon. Kemudian
KLB juga dirasa perlu untuk
dilaksanakan karena PP INI sudah
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beberapa kali melakukan pelanggaran
terhadap aturan yang ada.

6. Pada tanggal 3 Maret 2023, Dirjen AHU
mengeluarkan surat dengan Nomor
AHU.UM.01.01-147. Dimana pada
angka empat disebutkan bahwa
Kementrian Hukum dan HAM RI
mengakui Pengurus Pusat Ikatan
Notaris Indonesia sampai dengan
Agustus 2023. Dimana kemudian PP INI
menjadikan surat tersebut sebagai
pegangan, padahal hal tersebut tidak
sesuai dengan aturan yang ada. maka
dari itu 24 Pengwil meminta kepada
Komisi III DPR RI untuk meminta
kepada Kemenkumham (dalam hal ini
Dirjen AHU) untuk mencabut surat
tanggal 3 Maret 2022 tersebut.

Tuntutan 24 Pengwil INI:

1. Mencabut surat Dirjen AHU pertanggal
3 Maret 2023 Nomor AHU.UM.01.01-
147 tentang Penundaan Pelaksanaan
dikarenakan INI adalah badan hukum
yang mandiri.

2. Pengurus Pusat INI tidak
diperkenankan melaksanakan Kongres,
Ujian Kode Etik Notaris, Seminar
Internasional dan kegiatan lainnya
untuk dan atas nama Pengurus Pusat
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Ikatan Notaris Indonesia sebelum
dilakukan musyawarah antara PP INI
dengan Pengwil.

3. Apabila musyawarah tidak tercapai,
maka 24 Pengurus Wilayah akan
melaksanakan Kongres Luar Biasa
sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3) ART INI
dan hasil dari Kongres Luar Biasa
tersebut diakui oleh Pemerintah.

Komisi III meminta 24 Pengwil untuk
merembukkan dan mendiskusikan
tuntutan dan meminta 24 Pengwil dan
memberikan tuntutan tersebut secara
tertulis ke Sekretariat Komisi III paling
lambat Rabu, 24 Mei 2023 jam 16.00 WIB.

1. Kepolisian Daerah NTB
2. Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham NTB.

Kunjungan Kerja
Spesifik

Ke Provinsi Nusa
Tenggara Barat
(NTB)

tanggal 25 s.d. 27
Mei 2023

Kunker Spesifik Komisi III DPR RI ke
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
tanggal 25 s.d. 27 Mei 2023 dalam rangka
pengawasan pelaksanaan penegakan
hukum terutama Potensi Gangguan
Keamanan terhadap Proyek Strategis
Nasional bidang Pariwisata.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Rapat Internal Panitia Kerja | Melakukan pendalaman terhadap Pembahasan
KONSERVASI SUMBER | Komisi IV DPR RI tanggal masukan atas Daftar Inventarisasi Tk. I RUU.
DAYA ALAM HAYATI 22 Mei 2023. Masalah (DIM) Usulan Pemerintah atas
DAN EKOSISTEMNYA RUU tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan Ekosistemnya dari
Pakar/Akademisi Bidang Konservasi.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a. Kementerian Pertanian; Kunjungan Kerja 1. Pertemuan dan Ramah Tamah

b. Kementerian Lingkungan Luar Negeri Komisi dengan KJRI di Guangzhou.
Hidup dan Kehutanan; IV DPR RI ke 2. Pertemuan dan Diskusi di

c. Kementerian Kelautan dan Negara Republik Guangdong Provincial Agricultural
Perikanan; Rakyat Tiongkok Technology Extension Center.

d. Badan Pangan Nasional; tanggal 23 - 31 Mei | 3. Kunjungan ke Jiangnan Fruit and

e. Perum Bulog; 2023. Vegetable Market.

f. PT Pupuk Sriwijaya; 4. Kunjungan ke Jinda Coffee and

g. PT Pupuk Iskandar Muda; Beverage Center.

h. Perum Perhutani; serta 5. Kunjungan ke Chimelong Safari Park.

i. PT Perikanan Indonesia.
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tanggal 29 - 31 Mei
2023.

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. |a. Kementerian Pertanian; Kunjungan Kerja 1. Pertemuan dengan Pusat Teknologi
b. Kementerian Lingkungan Luar Negeri Komisi Pertanian (Seoul Agritech).
Hidup dan Kehutanan; IV DPR RI ke 2. Pertemuan dan Kunjungan ke
c. Kementerian Kelautan dan Negara Korea Gunung Bukhan National
Perikanan; Selatan tanggal 23 Park/Kantor Seoul.
d. Badan Pangan Nasional; - 31 Mei 2023. 3. Pertemuan Courtessy Call dengan
e. PT Pupuk Kujang; serta Duta Besar Republik Indonesia
f. Perum Perhutani. untuk Korea Selatan di Seoul.
4. Kunjungan ke Noryangjin Fish
Market.
3. | a. Pemerintah Provinsi Jawa Kunjungan Kerja Kunjungan dan Diskusi mengenai
Barat; Spesifik Komisi IV Kegiatan Konservasi Ex Situ oleh Taman
b. Pemerintah Kabupaten DPR RI Masa Safari Indonesia.
Bogor; Persidangan V
c. Kementerian Lingkungan Tahun Sidang
Hidup dan Kehutanan; serta | 2022-2023 ke
d. PT Taman Safari Indonesia. Provinsi Jawa Barat
tanggal 29 - 31 Mei
2023.
4. | a. Pemerintah Provinsi Banten; | Kunjungan Kerja Kunjungan dan Diskusi mengenai
b. Pemerintah Kota Serang; Spesifik Komisi IV | Pengembangan Taro Beneng dalam
c. Kementerian Pertanian; DPR RI Masa rangka Mendukung Peningkatan
d. Penyuluh Pertanian; Persidangan V Ekspor Komoditas Pertanian.
e. Kelompok Tani Taro Beneng; | Tahun Sidang
serta 2022-2023 ke
f. Eksportir Taro Beneng Provinsi Banten

35




Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(16 — 30 Mei 2023)

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | Pertemuan dengan Parlemen | Courtesy Call Membahas pertukaran informasi tentang
Uni Eropa dilaksanakan pada | transportasi dan pariwisata.

tanggal 16 Mei
2023.

2. | Forum Kepala Desa Audiensi Peningkatan kapasitas aparatur Pemdes
Kecamatan Narmada - dilaksanakan pada | dan silaturahmi dengan Anggota DPR RI.
Lingsar (For-Darling) Jumat, 19 Mei
Kabupaten Lombok Barat, 2023.

Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
3. | Ikatan Keluarga Besar Papua | Audiensi Membahas progres permohonan
(IKPB) dilaksanakan pada | pembangunan 100 unit rumah khusus
tanggal 22 Mei untuk masyarakat suku MOI yang
2023. merupakan pemilik Hak Ulayat Kota
Sorong dan Kabupaten Sorong.

4. | Dewan Perwakilan Rakyat Audiensi Membahas permasalahan terhadap

Daerah Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada | terjadinya kebakaran sarana dan
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tanggal 30 Mei
2023.

2. Membahas Hasil pemeriksaan BPK RI
Semester I tahun 2022;

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tanggal 22 Mei prasarana kantor pemerintahan di
2023. Kabupaten Dogiyai.
5. | MENTERI PERHUBUNGAN, Raker/RDP Membahas mengenai evaluasi
MENTERI PUPR, KA BMKG, dilaksanakan pada | pelaksanaan infrastruktur dan
KA BASARNAS, DAN tanggal 24 Mei transportasi pada arus mudik dan arus
KAKORLANTAS POLRI 2023. balik Lebaran tahun 2023.
6. | Bupati Mahakam Ulu, Audiensi Membahas percepatan pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur. dilaksanakan pada | bidang infrastruktur di Kabupaten
tanggal 24 Mei Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan
2023. Timur.
7. | BMKG Kunsfik Meninjau :
dilaksanakan pada | 1. Stasiun Klimatologi Sumatera Barat,
tanggal 25 s.d. 27 Kab. Padang Pariaman, Sumatera
Mei 2023. Barat;
2. Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara
Barat;
3. Stasiun  Meteorologi  Sultan  Aji
Muhammad  Sulaiman  Sepinggan,
Kalimantan Timur.
8. | Dewan Pimpinan Cabang Audiensi Penyampaian aspirasi-aspirasi
Perkumpulan Aparatur dilaksanakan pada | pembangunan di desa.
Pemerintah Desa Seluruh tanggal 29 Mei
Indonesia (DPC P. APDESI) 2023.
Kabupaten Kutai
Kartanegara.
9. | MENTERI DESA, PDT, DAN Raker 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023
TRANSMIGRASI dilaksanakan pada sampai bulan Mei 2023
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PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

dilaksanakan pada
tanggal 30 Mei
2023.

sampai bulan Mei 2023

. Membahas Hasil pemeriksaan BPK RI

Semester [ tahun 2022;

. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L

dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
TA 2024;

. Lain-lain.

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
. Pembicaraan PendahuluanRKA K/L
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
TA 2024;
. Lain-lain;
10.| KEPALA BADAN NASIONAL RDP/ Raker . Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Dirjen Migas RDP Panja Asumsi a. Performa penerimaan negara
Kementerian ESDM RI Dasar Sektor ESDM sektor Hulu Migas pada Tahun
dilaksanakan pada 2023 dan target Tahun 2024;
tanggal 23 Mei 2023, b. Progress Lifting Migas Tahun
pukul 13.00. 2023 dan Target Tahun 2024;
c. Proyeksi ICP Tahun 2023;
d. Lain-lain.
2. | Kepala BPH Migas RDP Panja Asumsi a. Realisasi kuota BBM Tahun
Dasar Sektor ESDM 2023 dan proyeksi kuota Tahun
dilaksanakan pada 2024;
tanggal 23 Mei 2023, b. Lain-lain.
pukul 15.00.
3. | Kepala SKK Migas RDP Panja Asumsi a. Performa penerimaan negara
Dasar Sektor ESDM sektor Hulu Migas pada Tahun
dilaksanakan pada 2023 dan target Tahun 2024;
tanggal 24 Mei 2023, b. Progress Lifting Migas Tahun

pukul 15.00.

2023 dan;

. Target Tahun 2024;
. Proyeksi ICP Tahun 2024.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

4. | a. Presiden Indonesian | RDPU Panja Asumsi . Performa penerimaan Badan

Petroleum Dasar Sektor ESDM Usaha sektor Hulu Migas pada
Association (IPA) dilaksanakan Pada Tahun 2023 dan target Tahun
b. Ketua Umum tankgglall f9og/[el 2023, 2024; . _
Asosiasi Perusahaan puku VU. . Progress Lifting Migas Tahun
Minyak dan Gas 2023 dap Target Tahun 2024;
. Proyeksi ICP Tahun 2024;
(ASPERMIGAS) . Potensi dan Eksplorasi
c. Ketua Umum Ikatan cadangan baru Migas;
Ahli Geologi . Lain-lain.
Indonesia (IAGI)

S. | Dirjen RDP Panja Asumsi . Strategi subsidi listrik tepat
Ketenagalistrikan Dasar Sektor ESDM sasaran Tahun 2023 sebagai
Kementerian ESDM RI dilaksanakan pada upaya akselerasi penggunaan

tanggal 30 Mei 2023, energi bersih di masyarakat;
pukul 13.00. . Proyeksi subsidi listrik tepat
sasaran Tahun 2024;
. Lain-lain.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Menteri ESDM RI a. Pelaksanaan undang- . Penjelasan terkait Perpanjangan

undang;

b. Pelaksanaan
keuangan negara;

c. Kebijakan pemerintah

Izin Ekspor Tembaga, Timah,
Bauksit, dan mineral lainnya;

. Rencana mitigasi dampak

pelarangan Ekspor Mineral,

. Blueprint pengembangan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Dilaksanakan pada ekosistem industri pengolahan
tanggal 24 Mei 2023, Mineral,
Pukul 10.00. d. Lain-lain.
2. | Kunjungan Kerja a. Pelaksanaan undang- | Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke:
Spesifik undang; a. Provinsi Jawa Barat, Peninjauan ke

b. Pelaksanaan
keuangan negara;

c. Kebijakan
pemerintah.

Dilaksanakan pada
tanggal 25 - 27 Mei
2023.

PT PLN (Persero) UID Jabar di
Bandung.

b. Prov Jawa Barat, Peninjauan

Eksplorasi data 3G dan Slimhole
Panas Bumi Badan Geologi di Cisolok
Sukabumi.

c. Provinsi Jawa Tengah, Peninjauan
Proyek Cisem Ruas I di Semarang.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RUU tentang Dalam Rapat Konsultasi

KESEHATAN Pengganti Rapat Bamus DPR
RI tanggal 3 April 2023 telah
diputuskan menyetujui
pembahasan RUU tentang
Kesehatan ditugaskan kepada
Komisi IX DPR RI.

2. Selasa, 16 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB. | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

3. Rabu, 17 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB. | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

4. Kamis, 18 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB. | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

5. Jum’at, 19 Mei 2023 Pukul 13.30 WIB.| Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

6. Senin, 22 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB. | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
7. Audiensi dengan Audiensi mengenai Perspektif
1. Komisi Badan Eksekutif Mahasiswa terhadap RUU
Mahasiswa, Ikatan Keluarga Omnibus Law Kesehatan dan
Mahasiswa Fakultas Kedokteran; audiensi terkait RUU tentang
2. Universitas Indonesia (BEM IKM Kesehatan Omnibus Law.

FKUI) Pengurus Ikatan Senat
Mahasiswa Kesehatan (ISMKNI).

Dilaksanakan tanggal 23 Mei 2023.

8. | Negara Korea Selatan | Kunker Panja RUU tentang Kesehatan | Negara Korea Selatan,

dan Negara Jepang dilakasanakan tanggal 23 Mei s.d. 29 | kunjungan ke :

Mei 2023. 1.Pertemuan dengan Korean
Organ Donor Agency;

2.Perwakilan Dokter Korean
Traditional Medicine;

3.The Ministry of Health and
Welfare (MOHW);

4.SK Plasma;

5. Gc biopharma.

Negara Jepang, kunjungan ke:

1. Kedutaan Besar Republik
Indonesia (Embassy of The
Republic of Indonesia) di
Tokyo, Jepang.

2. Takeda Pharmaceutical
Company di kantor pusat
Takeda Global di Tokyo.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. Fakultas Kedokeran
Universitas Nihon di Tokyo
0. Audiensi dengan Audeinsi Dalam Rangka
1. Center for Indonesia's Strategic Mendapatkan masukan dari
Development Initiatives (CISDI); Masyarakat terkait RUU
2. Communications Officer Stop TB tentang Kesehatan Omnibus
Partnership Indonesia (STPI); Law.
3. Yayasan Inisiatif Perubahan Akses
menuju Sehat (IPAS);
4. Yayasan Kesehatan Perempuan.
7. Selasa, 30 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB. | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1.

Bidang Ketenagakerjaan

Kunjungan Spesifik
dilaksanakan tanggal 24 Mei s.d
26 Mei 2023.

Kunjungan ke:
1. Indramayu, Jawa Tengah;
2. Kendal, Jawa Tengah.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI XI

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Ketua Dewan Roadmap dan Komisi XI DPR RI bersama dengan Ketua Dewan
Komisioner Anggaran Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-
Otoritas Jasa Otoritas Jasa hal sebagai berikut:
Keuangan Keuangan. 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari
Ketua DK OJK tentang penyempurnaan Roadmap
Rapat Kerja OJK 2022-2027 dan realisasi anggaran sampai
tanggal 25 Mei dengan 30 April 2023.
2023. 2. Komisi XI DPR RI menyetujui Roadmap OJK 2022-

2027 dan Anggaran OJK tahun 2023.

3. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi, pengawasan
konglomerasi keuangan, dan pengembangan
organisasi serta SDM untuk memenuhi formasi
efektif OJK, dilaporkan secara komprehensif
perkembangannya oleh OJK per 3 bulan kepada
Komisi XI DPR RI.

4. OJK melakukan tugas dan fungsi untuk
memperkuat upaya, kebijakan, dan program dalam
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. Ketua DK OJK akan memberikan jawaban tertulis

implementasi cyber security sektor jasa keuangan,
memperkecil kesenjangan literasi dan inklusi
keuangan, memperkuat kontribusi sektor jasa
keuangan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, penyelesaian kasus-kasus di sektor jasa
keuangan, implementasi market conduct Industri
Jasa Keuangan, dan perkembangan Industri Jasa
Keuangan Syariah.

atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan
Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh)
hari kerja.
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BADAN LEGISLASI

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | --- Rapat Badan Legislasi DPR RI, | Dalam rangka Pengesahan jadwal
tanggal 16 Mei 2023, pukul acara rapat-rapat Badan Legislasi
13.00 WIB. Masa Persidangan V Tahun Sidang
2022-2023.
2. | RUU tentang KOMISI Kunjungan Diplomasi Parlemen | Pelaksanaan Fungsi Diplomasi
YUDISIAL Badan Legislasi dalam rangka Parlemen Badan Legislasi ini
Penyusunan RUU pada tanggal | selain untuk memperluas
20 s.d. 26 Mei 2023. wawasan dan pengetahuan serta

bahan masukan untuk
penyusunan Rancangan Undang-
Undang tentang Komisi Yudisilal,
juga untuk mengumpulkan
informasi/data dan pembelajaran
penting dari negara tujuan terkait
pengaturan mengenai Dewan
Kehakiman Nasional (Consejo
Nacional de la Judicatura).

3. Rapat Badan Legislasi dalam Tim Ahli menyampaikan draf awal
rangka Penyusunan RUU, RUU tentang Komisi Yudisial dan
tanggal 25 Mei 2023. menjelaskan persandingan UU KY
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NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
dengan RUU Perubahan KY yang
disusun.

4. | RUU tentang Rapat Badan Legislasi dalam Presentasi Kepala Badan Keahlian

Perubahan atas UU rangka penyusunan RUU, Setjen DPR RI atas
Nomor 37 Tahun 2008 | tanggal 25 Mei 2023. penyempurnaan draf RUU tentang
tentang OMBUDSMAN Perubahan atas UU Nomor 37
RI Tahun 2008 Ombudsman RI.
5. | DPRD Kab. Jepara Badan Legislasi menerima
Audiensi/Kunjungan, tanggal
26 Mei 2023.

6. | Bupati Kabupaten Pimpinan Badan Legislasi Penyerahan Naskah Akademik
Banggai dan menerima Audiensi/Kunjungan | pembentukan Calon Persiapan
Jajarannya yang mengusulkan Kabupaten Tompotika di Provinsi

pembentukan daerah otonom Sulawesi Tengah dari Badan
baru, tanggal 26 Mei 2023. Keahlian Setjen DPR RI disaksikan
oleh Pengusul RUU (Dr.
Supratman Andi Atgas, S.H.,
M.H.).
7. | RUU tentang Rapat Badan Legislasi , tanggal | Dalam rangka Pengharmonisasian,

KABUPATEN/KOTA

29 Mei 2023.

pembulatan, dan pemantapan
konsepsi atas 27 RUU tentang
Kabupaten/Kota usulan Komisi II
DPR RI.
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8. | RUU tentang Rapat Badan Legislasi dalam Penyampaian Pandangan

Perubahan atas UU rangka penyusunan RUU, Ombudsman RI atas Rencana

Nomor 37 Tahun 2008 | tanggal 30 Mei 2023. Perubahan UU tentang

tentang OMBUDSMAN Ombudsman RI.

RI
9. | UNIVERSITAS Badan Legislasi menerima

MUHAMMADIYAH kunjungan, tanggal 30 Mei

SUKABUMI 2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | KSB - BKSAP | Kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil
Diplomasi BKSAP Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD)
DPR RI ke Lebanon | mengadakan Kunjungan Diplomasi ke Beirut,
tanggal 12 — 18 Mei | Lebanon. Anggota delegasi BKSAP terdiri dari:

2023. 1. Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) / Ketua BKSAP DPR RI

2. Gilang Dhielafararez (F-PDIP) / Watua BKSAP DPR
RI

3. Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) / Watua BKSAP DPR
RI

4. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) / Watua BKSAP DPR
RI

5. Vanda Desy Sarundajang (F-PDIP)

6. Fadhlullah (F-PGerindra)

7. Hasani Bin Zuber (F-PD)

8. Jazuli Juwaini (F-PKS)

9. Primus Yustisio (F-PAN)

Selama di Beirut, Lebanon delegasi mengadakan
pertemuan dengan:
1. KBRI Beirut
Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen
(BKSAP) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua

BKSAP Putu Supadma Rudana melakukan
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kunjungan ke Berirut, Lebanon pada 12-15 Mei
2022.

Pada hari pertama kunjungan, Delegasi BKSAP
diterima langsung oleh Dubes RI di Beirut
Hajriyanto Thohari dan disambut oleh kehadiran
perwakilan masyarakat dan pelajar Indonesia di
Lebanon.

Ketua Delegasi yang juga Politisi Partai Demokrat
Putu Supadma Rudana menyampaikan

kegembiraanya untuk bisa berkunjung ke Lebanon.

Ini merupakan kunjungan pertama DPR RI setelah
lima tahun.

Menurutnya, kunjungan ini merupakan bentuk
kepeduliaan DPR RI dalam memelihara dan
meningkatkan hubungan baik antara Indonesia
dengan Lebanon. Selain itu, kunjungan ini juga
secara khusus untuk memperkuat relasi DPR RI

dengan Parlemen Lebanon yang mencakup berbagai

bidang.

Ketua Delegasi juga menyinggung keterlibatan
militer Indonesia dalam menjalankan misi
perdamaian di Lebanon sebagai bentuk dari total
diplomacy, yaitu diplomasi yang dijalankan oleh
banyak pihak termasuk oleh parlemen dan militer.
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Dalam kesempatan yang sama, Ketua BKSAP Fadli
Zon juga menekankan pentingnya Lebanon bagi
Indonesia. Menurutnya, Lebanon adalah negara
ketiga yang pertama mengakui kemerdekaan RI.
Oleh karena itu, hubungan baik kedua negara
harus dipelihara dan potensi kerja sama yang ada
harus dimaksimalkan.

Pada sesi akhir, Delegasi DPR RI berkesempatan
berdialog langsung dengan para perwakilan
mahasiswa RI di Lebanon yang menyampaikan
berbagai hal mulai dari persoalan infrastruktur,
pendidikan, hingga politik.

. Konga / Indobatt di UNIFIL

Dalam kunjungan ke Lebanon, Delegasi BKSAP
DPR RI mengunjungi Markas TNI Indonesia
Battalion (Indobatt) yang tengah menjalankan misi
perdamaian di wilayah operasi UN Interim Forces in
Lebanon (UNIFIL) di Aadchit El Qsair, Lebanon
Selatan pada Minggu (14/05/2023).

Kehadiran Delegasi DPR RI disambut meriah oleh
pertunjukan lagu daerah dan mini parade ala
militer. Delegasi BKSAP yang dipimpin oleh Putu
Supadma Rudana disambut langsung oleh Wakil
Ketua Komandan Satgas (Wadansatgas) Indobatt
yaitu Kolonel Infanteri Syafruddin beserta puluhan
prajurit Indobatt.
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Dalam sambutannya, Ketua Delegasi BKSAP Putu
Supadma Rudana menyatakan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Indobatt
yang berperan menjaga perbatasan Lebanon-Israel.
Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menegaskan
bahwa Indobatt merupakan representasi bangsa
Indonesia dalam menjalankan cita-cita konstitusi
UUD 1945.

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon juga menyinggung
peran penting Lebanon dalam mengakui
kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, RI sangat
berhutang budi kepada pemerintah dan rakyat
Lebanon sehingga dengan kehadiran pasukan
Garuda Indobatt hutang tersebut sebagian bisa
terbalaskan.

Pada kesempatan ini, Wadansatgas Indobatt
berkesempatan menyampaikan kondisi terkini di
Lebanon Selatan khususnya di wilayah operasi
Indobatt serta berbagai tantangan internal yang
dihadapi pasukan Indobatt.

. Parlemen Lebanon

Delegasi BKSAP yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP
Putu Supadma Rudana melanjutkan kegiatannya di
Lebanon dengan mengunjungi Gedung Parlemen di
Beirut pada Senin (15/05/2023).
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Di parlemen, Delegasi BKSAP diterima oleh Mr. Fadi
Alame, Ketua Urusan Luar Negeri Parlemen
Lebanon. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah
pihak sangat antusias membicarakan berbagai hal
mulai dari kerja sama perdagangan, pariwisata,
kesehatan hingga pendidikan.

Secara khusus, Ketua Delegasi Putu Supadma
Rudana mendorong lebih banyak kerja sama
ekonomi dan perdagangan, saling kunjung dan
saling dukung antar parlemen, people to people
contact melalui kemudahan pemberian visa, dan
juga kemungkinan pembentukkan sister city atau
sister province antara Beirut dengan kota di
Indonesia.

Parlemen Lebanon sangat mengapresiasi kehadiran
dan keinginan Indonesia untuk mengembangkan
kembali hubungan kerja sama yang tertunda
karena covid-19 dan krisis ekonomi-politik di
Lebanon.

. KRI FKO-368

Masih dalam rangkaian lawatan ke Lebanon,
Delegasi BKSAP kemudian mengunjungi Kapal
Perang RI Frans Kaisiepo (KRI FKO) yang tengah
menjalankan misi perdamaian bersama Maritime
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Task Force (MTF) UN Interim Forces in Lebanon
(UNIFIL) pada Senin (15/05/2023).

Kedatangan Delegasi diterima oleh Wakil
Komandan Satgas (Wadansatgas) Letkol Laut.
Abdiyan Syaiful dan disambut meriah oleh segenap
kru prajurit KRI-FKO-368 yang tengah sandar di
Pelabuhan Luat, Lebanon.

Pada sesi audiensi, seluruh Delegasi BKSAP yang
terdiri dari Wakil Ketua BKSAP sekaligus Ketua
Delegasi Putu Supadma Rudana (F-PD), Ketua
BKSAP Fadli Zon (F-PG), Wakil Ketua BKSAP
Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Gilang Dhielafararez
(F-PDIP) serta tiga orang Anggota BKSAP yaitu
Jazuli Juwaini (F-PKS), Hasani Bin Zuber (F-PD),
Vanda Sarundajang (F-PDIP) mendengarkan
paparan mengenai kegiatan KRI FKO-368 selama
penugasan di wilayah perairan Lebanon.

Secara keseluruhan, keberadaan KRI FKO-368
mendapatkan kepercayaan dan apresiasi dari UN
karena prestasinya dalam melaksanakan tugas
mulai dari operasi penyelamatan pengungsi hingga
penyelamatan untuk negosiasi tripartit antara
Lebanon dan Israel.

Dalam sambutannya, Ketua Delegasi Putu
Supadma Rudana memberikan apresiasi yang tinggi
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bagi seluruh prajurit yang bertugas dan
menegaskan bahwa kehadirannya di Lebanon
merupakan bukti komitmen Indonesia untuk turut
serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

BKSAP

Kunjungan
Diplomasi BKSAP
DPR RI ke Suriah
tanggal 12 — 18 Mei
2023.

Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua

BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra)

mengadakan Kunjungan Diplomasi ke Damaskus,

Suriah. Anggota delegasi BKSAP terdiri dari:

1. Gilang Dhielafararez (F-PDIP) / Watua BKSAP DPR
RI;

2. Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) / Watua BKSAP DPR
RI;

3. Hasani Bin Zuber (F-PD).

Selama di Damaskus, Suriah delegasi mengadakan
pertemuan dengan:

1. Parlemen Suriah;

2. Menteri Waqgaf Suriah;

3. Dr. Taufiq Bouthi (Ulama Suriah);

4. PPI Suriah.

Hasil Kunjungan:

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI, Fadli Zon, memimpin kunjungan bersejarah
ke Damaskus Suriah, 15-18 Mei 2023. Sejumlah
agenda pertemuan strategis dihelat terutama dengan
Parlemen Suriah (People’s Assembly).
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Ketua Parlemen Suriah, HE Hammouda Youssef
Sabbagh menyambut hangat kunjungan BKSAP DPR
RI. Sudah belasan tahun tak ada kunjungan resmi
delegasi Indonesia termasuk Parlemen apalagi sejak
terjadi krisis 2011. Kunjungan pertama ke Suriah ini
dalam rangka menyambung kembali hubungan dua
negara khususnya parlemen. “Hubungan kita dengan
Suriah sangat panjang dan mendalam. Suriah adalah
negara kedua yang mengakui kemerdekaan Republik
Indonesia, yaitu pada Juli 1947. Sebagai negara yang
baru merdeka dan masih berjuang ketika itu melalui
diplomasi dan gerilya, pengakuan terhadap RI sangat
berarti. Karena itu, kita berutang pada Suriah dan
Suriah sudah seperti saudara,” tegas Fadli.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu menjelaskan
peran strategis diplomasi parlemen sebagai jembatan
persahabatan. “Penting dicatat, parlemen sebagai
perwakilan rakyat bisa memfungsikan persahabatan
kedua negara melalui relasi people to people. Kami ke
Suriah untuk merevitalisasi hubungan yang meredup
lantaran 12 tahun konflik. Sejak konflik tahun 2011,
tak tercatat kunjungan resmi Indonesia ke Suriah.
Kami ke sini dianggap langkah pembuka berani dan
bersahabat. Mereka sangat senang dan mengapresiasi
kami,” ujar dia menekankan.

Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa DPR dan
Parlemen Suriah aktif berdialog di berbagai forum
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parlemen seperti di Inter Parliamentary Union (IPU)
dan Parliamentary Union of OIC (PUIC).

“Kami beberapa kali bertemu Parlemen Suriah di
forum internasional. Saya mengapresiasi kedatangan
Delegasi Parlemen Suriah ke Sidang Umum IPU ke-
144 di Bali Maret 2022 dan World Parliamentary
Forum on Sustainable Development yang digagas DPR.
Kami juga akan mengundang Ketua Parlemen dalam
beberapa pertemuan parlemen di Asia Tenggara,”
imbuh politisi yang mewakili Dapil V Jawa Barat
Kabupaten Bogor itu.

Pada sisi lain, legislator Komisi I tersebut menyepakati
terkait nilai perdagangan kedua negara yang kecil dan
menurun drastis. “Kami sepakat mendorong kerja
sama ekonomi dan perdagangan. Saya juga
menyebutkan potensi lebih dari satu juta jamaah
umrah Indonesia bagi pariwisata religi Suriah. Banyak
destinasi religi luar biasa di Suriah seperti Masjid
Umayyah yang dipercaya tempat keempat paling suci
bagi ummat Islam dan makam para sahabat Nabi
serta ulama besar,” beber dia.

Wakil Presiden Liga Parlemen untuk Al-Quds itu juga
menyampaikan kesamaan pandangan dengan Suriah
terkait dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina
termasuk tuntutan kembalinya Dataran Tinggi Golan
ke Suriah.
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Hal lain disampaikan Fadli adalah harapan masa
depan Suriah yang lebih stabil dan terkendali.
Menurutnya, situasi kondusif Suriah penting agar
kerja sama Indonesia dengan Suriah kembali normal
dan berkembang, apalagi saat ini Liga Arab kembali
menerima keanggotaan Suriah.

Sementara hal-hal penting yang disampaikan Ketua
Parlemen Suriah, sambung Fadli, pertama, memuji
posisi Indonesia atas konflik di Suriah. Kedua,
hubungan dengan Indonesia yang sangat kuat dan
mengakar. Ketiga, apresiasi bantuan Indonesia untuk
korban gempa di Suriah. Keempat, Suriah bisa
menghadapi teroris global yang didalangi Barat.
Kelima, harapan partisipasi Indonesia dalam
rekonstruksi Suriah. Keenam, produk Indonesia
mendapat kepercayaan dari rakyat Suriah kendati
neraca perdagangan menurun tajam.

Delegasi BKSAP, tutur Fadli, juga bertemu dengan
delapan anggota Parlemen Grup Persahabatan
Indonesia-Suriah.

“Sebelum bertemu Ketua DPR Suriah, kami
berdiskusi panjang dengan Grup Persahabatan
Parlemen Suriah dengan DPR. Banyak hal penting
dibahas,” kata dia.
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Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu, di
antara yang menyeruak dibahas adalah, pertama,
parlemen sebagai pendorong kerja sama di berbagai
sektor. Kedua, urgensi memerangi terorisme dan
ekstremisme. Ketiga, posisi strategis Indonesia
terutama karena letaknya secara geografis dan salah
satu pendiri Gerakan Non-Blok. Keempat, memuji
Muslim Indonesia yang moderat dan ramah. Kelima,
memuji kebijakan a million friends and zero enemies
dan ideologi Pancasila. Keenam, gagasan
menghidupkan kembali Sidang Komisi Bersama
antara Indonesia dan Suriah. Ketujuh, harapan
kontribusi Indonesia dalam merehabilitasi anak-anak
Suriah yang didera konflik. Kedelapan, harapan
bantuan alat Kesehatan dari Indonesia untuk Suriah.
Kesembilan, mentransformasikan hubungan erat
kedua negara menjadi kerja sama nyata.

Sementara saat bertemu Menteri Waqaf Suriah,
Mohammed Abdul Sattar, sejumlah topik penting
didiskusikan yaitu, pertama, memuji Muslim
Indonesia yang moderat dan toleran. Kedua, urgensi
memfungsikan Islam sebagai elemen pemersatu.
Ketiga, urgensi memerangi terorisme dan ekstrimisme.
Keempat, pelajar-pelajar Islam Indonesia di Suriah
sebagai penguat hubungan kedua negara. Kelima,
apresiasi atas arahan Presiden Suriah untuk
melindungi pelajar Islam Indonesia di Suriah.
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3.

KSB - BKSAP

Kunjungan GKSB
DPR RI - Parlemen
Uni Emirat Arab
tanggal 14 — 20 Mei
2023.

GKSB DPR RI - Parlemen Uni Emirat Arab yang
dipimpin oleh An’im Falachuddin Mahrus (F-PKB)
mengadakan kunjungan ke Uni Emirat Arab dalam
rangka penguatan hubungan bilateral kedua negara.
Anggota delegasi terdiri dari:

1. Anisah Syakur (F-PKB);

2. Siti Mufattahah (F-PD);

3.Rojih (F-PPP);

4. Syaifullah Tamliha (F-PPP).

Selama kunjungan, GKSB DPR RI — Parlemen UEA
mengadakan pertemuan dengan:
1.KBRI Abu Dhabi

Delegasi Grup Kerja

sama Bilateral DPR RI - Parlemen Uni Emirat Arab
diterima Dubes RI untuk UEA, Y.M. Husin Bagis, di
KBRI Abu Dhabi (15/5/2023).

Ketua Delegasi An'im Falachuddin Mahrus (F-PKB)
menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas
bantuan jajaran KBRI Abu Dhabi sehingga kunjungan
GKSB ini dapat terlaksana dengan baik.

Dubes menyampaikan beberapa perkembangan
hubungan bilateral kedua negara dimana saat

ini hubungan antara Indonesia dan UEA sangat baik
dengan saling kunjung kedua kepala pemerintahan,
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pemberian nama jalan Joko Widodo di salah satu
ruas jalan di Abu Dhabi serta pembangunan Masjid
Syeikh Zayed di Solo, Jawa Tengah.

Disampaikan pula bahwa banyak masyarakat
Indonesia yang menjadi Imam di masjid" di UEA, saat
ini tercatat 68 Imam Masjid berasal dari Indonesia.
Hal ini masih terbuka peluang, dengan target 206
Imam diharapkan Indonesia dapat mengirimkan
putera-putera terbaiknya untuk mengisi peluang
tersebut.

Berbagai hal yang juga dibahas dalam pertemuan
tersebut antara lain pentingnya memanfaatkan UEA
sebagai pintu masuk perdagangan di wilayah teluk,
peningkatan kerja sama ekonomi dan

perdagangan, pemberdayaan UMKM, sertifikasi
produk halal, kerja sama di bidang pertahanan
maupun bidang pendidikan serta berbagai isu lainnya
terkait perkembangan politik di tanah air.

.Komisi Persahabatan Parlemen UEA - Asia

Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI -
Parlemen Uni Emirat Arab yang dipimpin oleh
An'im Falachuddin Mahrus (F-PKB) diterima oleh
Ketua Komisi Persahabatan Parlemen UEA - Asia
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Y.M. Osama Alshafar dan jajarannya di gedung
Parlemen UEA di Abu Dhabi (16/5/2023).

Ketua Delegasi menyampaikan terima kasih atas
kesediaan parlemen UEA menerima kunjungan
GKSB dan mengapresiasi hubungan baik antara
Indonesia dan UEA yang telah terjalin selama ini.
Hal tersebut terlihat dari kedua kepala negara yang
telah melakukan saling kunjung.

Berbagai hal dibahas dalam diskusi diantaranya
dalam bidang ekonomi perdagangan, lingkungan
berkelanjutan, pendidikan, ketenagakerjaan,
pentingnya menjaga perdamaian di kawasan, serta
toleransi antar umat beragama.

Indonesia dipandang sebagai negara demokratis
yang baik, untuk itu kerja sama diantara kedua
parlemen juga ingin terus ditingkatkan, tidak hanya
secara bilateral namun juga di berbagai forum
internasional.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi juga
menyampaikan terima kasih atas pemberian nama
jalan Presiden Joko Widodo di salah satu ruas jalan
protokol di Abu Dhabi serta pembangunan Masjid
Syeikh Zayed di Solo, Jawa Tengah.
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3.Mufti UEA, Syeikh Abdullah bin Bayyah
Dalam rangkaian kunjungan GKSB DPR RI -

Parlemen Uni Emirat Arab delegasi berkesempatan
bertemu dengan Tokoh ulama yg dikenal sebagai
Mulfti di UEA yaitu Syeikh Abdullah bin Bayyah.

Dalam pertemuan tersebut Syeikh menjelaskan
tentang perkembangan situasi di Uni Emirat Arab
terkait dengan hubungan antar umat beragama dan
pentingnya menjaga toleransi.

Syeikh memberikan apresiasi kepada Indonesia
yang telah baik dalam pelaksanaan toleransi antar
umat beragama. Hubungan baik diantara kedua
negara juga harus terus ditingkatkan. Syeikh juga
menyampaikan bahwa beliau hadir pada acara
pelantikan Presiden Joko Widodo.

Delegasi menyampaikan bahwa Indonesia akan
menghadapi tahun politik dimana akan ada Pemilu
untuk anggota legislatif dan presiden sehingga
diharapkan situasi akan dapat terus damai dan
menghasilkan hasil terbaik untuk bangsa
Indonesia.

Syeikh juga menyampaikan bahwa Islam itu
membawa perdamaian, sehingga peperangan
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bukanlah jalan Islam. Diharapkan semua bangsa
dapat terus menjaga perdamaian.

4.Habib Ali Munsib di Abu Dhabi
Dalam rangkaian kunjungan Delegasi Grup Kerja

sama Bilateral DPR RI - Parlemen Uni Emirat Arab
yang dipimpin oleh An'im Falachuddin Mahrus
(F.PKB), delegasi berkesempatan diterima oleh
Habib terkemuka di UEA yaitu Habib Ali Munsib di
Abu Dhabi.

Habib Ali memiliki kedekatan dengan Indonesia
dimana leluhurnya ada yang dimakamkan di
Indonesia dan sering melakukan lawatan ke
Indonesia.

Delegasi memandang penting untuk melakukan
silaturahmi dengan para ulama sebagai bentuk
penghargaaan pada ilmu dan menjadikan para
ulama sebagai panutan dalam bermasyarakat dan
bernegara.

Habib memandang perlunya menjalin silaturahmi
dengan semua kalangan, dan menjaga toleransi
dengan semua pihak, sehingga perdamaian dapat
tercipta.
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Dalam menghadapi tahun politik di Indonesia
Habib mengharapkan yang terbaik untuk
Indonesia.

KSB - BKSAP

Rapat Internal GKSB
Qatar tanggal 17 Mei
2023.

Putra Nababan (F-PDIP) Ketua GKSB DPR RI -
Parlemen Qatar memimpin rapat internal GKSB DPR
RI -Parlemen Qatar untuk membahas rencana

kunjungan. Hadir secara fisik dalam rapat tersebut
Anggota GKSB Qatar, Saniatul Lativa (F-PG).

KSR - BKSAP

BKSAP Day Bali
tanggal 22 Mei 2023.

BKSAP Day yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP
DPR RI Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD) pada
tanggal 22 Mei 2023 dilaksanakan di Museum
Rudana Ubud, Bali dengan tema Pelibatan Diplomasi
Parlemen dan Masyarakat Budaya dalam Pemulihan
Pariwisata Pasca Pandemi. Turut hadir pada kegiatan
tersebut, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F-PGerindra),
Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez, S.H., L.LM
(F-PDIP), dan Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), serta
Anggota DPR RI Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), I Made
Urip (F-PDIP), Mulan Jameela (F-PGerindra) dan
Linda Megawati (F-PD).

BKSAP Day kali ini menggandeng para tokoh budaya,
seniman dan mahasiswa dari Institut Seni Indonesia
Denpasar. Melalui forum diskusi, Delegasi DPR RI
menjaring masukan tentang bagaimana budaya dan
seni digunakan sebagai instrumen diplomasi yang
efektif. Selain itu, seni dan budaya yang sangat khas
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dari Bali menjadi modal tersendiri untuk
membangkitkan sektor pariwisata yang sempat
menurun karena pandemi.

6. | KSB - BKSAP | Pimpinan BKSAP Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana

menerima Acting
Speaker Parlemen
Papua Nugini di Bali
tanggal 22 Mei 2023.

menerima kujungan dan bertemu dengan Penjabat
Ketua Parlemen Papua Nugini, Johnson Wapunai,
beserta delegasi, di Museum Rudana, Ubud, Bali.

Turut hadir dalam pertemuan yaitu Ketua BKSAP Dr.
Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ir. H. Achmad
Hafisz Tohir dan Gilang Dhielafararez, serta Ketua
GKSB DPR RI - Papua Nugini I Made Urip, bersama
Anggota BKSAP DPR RI Linda Megawati, Mulan
Jameela, dan Anggota DPR RI Mardani Ali Sera.

Pada pertemuan ini, Putu Supadma Rudana
menyampaikan Indonesia dan Papua Nugini telah
memelihara hubungan diplomatik, yang berjalan
sejak tahun 1975, dengan baik. Dalam beberapa
tahun terakhir, kedua negara berupaya
meningkatkan hubungan melalui peningkatan kerja
sama, termasuk di bidang perdagangan dan investasi.
Di sisi lain, Putu Supadma Rudana mendorong kedua
negara untuk memperkuat kerja sama dengan
menyelesaikan beberapa pending matters, seperti
perjanjian yang perlu diratifikasi oleh PNG di bidang
pertahanan.
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Pertemuan ini juga menekankan kembali komitmen
DPR RI untuk memperkuat hubungan dan kerja sama
dengan Parlemen PNG melalui Memorandum of
Understanding (MoU) yang diharapkan akan segera
terealisasi.

Di antara lainnya, draf MoU mencakup pertukaran
pengalaman dan informasi; pertemuan bilateral dalam
forum multilateral dalam mendukung kepentingan
nasional; peningkatan kapasitas; serta bentuk-bentuk
kerja sama antar parlemen lainnya, seperti
pertukaran kunjungan dan dialog.

Pada kesempatan ini, Penjabat Ketua Parlemen Papua
Nugini, Johnson Wapunai sangat mengapresiasi
BKSAP DPR RI atas penyelenggaran pertemuan
bilateral di Ubud, Bali, termasuk dengan
mempromosikan dan menampilkan budaya, tradisi
dan seni Indonesia kepada delegasi Parlemen PNG.
Selain itu, Johnson Wapunai, juga akan
menindaklanjuti MoU antara kedua parlemen, dan
berharap delegasi DPR RI dapat mengunjungi Papua
Nugini dalam waktu dekat sebagai bagian dari
komitmen DPR RI untuk mempererat hubungan dan
kerja sama Indonesia dan Papua Nugini.
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7.

KSB - BKSAP

Courtesy Call
Pimpinan BKSAP
dengan Wamenlu
Polandia tanggal 23
Mei 2023.

Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Wakil Menteri
Luar Negeri Polandia, H.E. Wojciech Gerwel di Gedung
Nusantara III Lt. 2 (23/05/2023).

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon mengapresiasi
kunjungan yang diadakan oleh Wakil Menteri Luar
Negeri Polandia yang bertepatan dengan 68 tahun
terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara.
Diharapkan ke depannya hubungan bilateral antara
Indonesia dan Polandia dapat terus meningkat.
Pertemuan membahas potensi penguatan kerja sama
kedua negara khususnya dalam pertahanan,
demokrasi, perdagangan dan lingkungan. Ketua
BKSAP menyatakan bahwa Polandia merupakan
mitra penting bagi Indonesia dalam kerja sama
pertahanan dan penguatan demokrasi serta
perdamaian, mengingat Indonesia sedang dalam fase
awal modernisasi alutsista dan kedua negara saling
mendukung dalam berbagai organisasi internasional
demi menyuarakan keamanan kawasan dan
demokrasi khususnya bagi negara — negara yang
terdampak oleh konflik Rusia dan Ukraina.

Wakil Menteri Luar Negeri Polandia berterima kasih
atas penerimaan yang hangat serta menyampaikan
bahwa Indonesia dan Polandia memiliki kesamaan
nilai khususnya dalam prinsip demokrasi dan
perdamaian. Wamenlu juga mengapresiasi posisi
Indonesia yang teguh menjaga prinsip — prinsip
tersebut pada berbagai forum termasuk forum
parlemen internasional. Pihaknya juga
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menyampaikan Indonesia dan Polandia memiliki
potensi kerja sama yang besar termasuk di bidang
pendidikan, IPTEK dan teknologi informasi. Polandia
juga berharap keketuaan Indonesia di ASEAN dan
DPR RI di AIPA dapat membawa pengaruh yang baik
pada stabilitas dan keamanan Asia Tenggara.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, jajaran Wakil
Ketua BKSAP, Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Putu
Supadma Rudana (F-PD) dan Achmad Hafisz Tohir (F-
PAN) serta jajaran pendamping Wakil Menteri Luar
Negeri Polandia yaitu Duta Besar Polandia untuk
Indonesia, H.E. Ms. Beata Stoczynska; Direktur Asia-
Pasifik Kementerian Luar Negeri Polandia, Ms.
Barbara Szymanowska; dan Deputy Ambassador
Polandia untuk Indonesia, Mr. Piotr Firlus.

KSB - BKSAP

Pleno Pelantikan
Wakil Ketua BKSAP
DPR RI tanggal 23
Mei 2023.

BKSAP mengadakan Rapat Pleno dalam rangka
pelantikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta (F-
PKS) di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara III
(23/05/2023).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI
bidang Korpolkam, H. Lodewijk F. Paulus (F-PG) serta
dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota BKSAP.

Per 23 Mei 2023, Komposisi Pimpinan BKSAP terdiri
dari Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) / Ketua BKSAP DPR
RI, Gilang Dhielafararez (F-PDIP) / Wakil Ketua
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BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) /
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta (F-PKS) / Wakil
Ketua BKSAP DPR RI dan Achmad Hafisz Tohir (F-
PAN) / Wakil Ketua BKSAP DPR RI.

Turut hadir dalam pleno pelantikan Wakil Ketua
BKSAP DPR RI, Kamrussamad (F-PGerindra), Andy
Muawiyah Ramly (F-PKB) dan Syahrul Aidi Maazat (F-
PKS).

KSB - BKSAP

Rapim ke-39 BKSAP
DPR RI tanggal 23
Mei 2023.

Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-
PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-39
secara fisik pada hari Selasa (23/05/2023).

Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua
BKSAP DPR RI yaitu Gilang Dhielafararez (F-PDIP),
Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD), Sukamta (F-
PKS) dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).

Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP
di Masa Persidangan V, khususnya terkait
penyelenggaraan sidang - sidang AIPA, seperti SIUM
AIPA ke-44, AIPACODD dan Sidang Coordinating
Committee WAIPA. Dibahas juga rencana partisipasi
BKSAP DPR RI di sidang - sidang Asian Parliamentary
Assembly (APA), League of Parliamentarians for Al-
Quds, dan High Level Political Forum on Sustainable
Development (HLPF).

Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup

Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat,
Tamu - Tamu Parlemen dan kunjungan diplomasi
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perorangan guna memaksimalkan berbagai program
kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.

10. | KSB - BKSAP | Pimpinan BKSAP Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan

mendampingi Ketua
DPR RI menerima
Presiden Iran

tanggal 23 Mei 2023.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (F-
PDIP) mendampingi Ketua DPR RI menerima Presiden
Iran, Seyyed Ebrahim Raisi di Gedung DPR RI.

Presiden Ebrahim datang didampingi oleh sejumlah
delegasi Iran, di antaranya Menteri Luar Negeri Iran
Amirabdollahian, Menteri Teknologi, Informasi dan
Komunikasi Iran Isa Zarepour dan Menteri
Perminyakan Iran Javad Owji.

Iran merupakan salah satu mitra politik utama
Indonesia, pada tingkat regional dan internasional
sejak tahun 1950. Fokus utama hubungan bilateral
Indonesia-Iran selain soal pemberdayaan perempuan,
yakni dalam hal kesehatan, ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek), ekonomi-perdagangan, serta kerja
sama dalam menciptakan kestabilan di Teluk Persia.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua
DPR RI bidang Korpolkam, Lodewijk F. Paulus (F-PG),
Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Rachmat
Gobel (F-PNasdem), serta Wakil Ketua Komisi I, Utut
Adianto (F-PDIP) dan Anggota DPR RI.
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11.

KSB - BKSAP

Courtesy Call GKSB
Kroasia dengan Duta
Besar Kroasia untuk

Indonesia tanggal 24
Mei 2023.

Ketua GKSB DPR RI Parlemen Kroasia, Ferdiansyah
Golkar menerima Duta Besar Kroasia untuk
Indonesia, H.E. Nebojsa Koharovic.

Dalam pertemuan ini turut hadir Anggota GKSB DPR
RI Parlemen Kroasia yang lain, dr. Sofyan Tan,
Moreno Soeprapto, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Hubungan diplomatik kedua negara memasuki usia

31 tahun. Kerja sama bilateral perlu dilakukan secara

lebih intensif khususnya saat ini, dunia menghadapi
berbagai tantangan yang semakin kompleks, perang
dan dinamika geopolitik yang masih terus
berkecamuk, inflasi dan krisis energi yang dihadapi
oleh berbagai negara, hingga krisis iklim dan
pemulihan paska-pandemi.

Ferdiansyah menyampaikan, DPR RI melalui GKSB
berkomitmen penuh dalam mendukung peningkatan
hubungan persahabatan dan kerja sama Indonesia-
Kroasia pada semua sektor, baik politik dan
pertahanan, maupun ekonomi dan sosial-budaya.
DPR RI mendorong peningkatan hubungan antar-
pemerintah, antar-pelaku bisnis, antar-parlemen,
serta antar-masyarakat.

"Mater-materi tadi sudah banyak yang kita
diskusikan dimulai dari pariwisata, ekonomi kreatif,
industri, perdagangan, kemudian juga termasuk
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https://www.facebook.com/drsofyantan?__cft__%5b0%5d=AZXtM6F3LZuwD_qNDGvtaERgp61eKLJqM5T7I20dzPZ0nrjD8WiMza7gYYQ-2A0LDn2f6qYyAIdZQV1_Lu3pSspktAdvACZMHBChkY_qGNDfPXDuIHbcCVJGskS31iaJ3ZkXUlKxRGXAxFIyzvn9Oz-Cl8nr-0H7yeBZMEnfkH4ggwOsNIBdBLztTQWdjI3zaAA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MorenoSoeprapto82?__cft__%5b0%5d=AZXtM6F3LZuwD_qNDGvtaERgp61eKLJqM5T7I20dzPZ0nrjD8WiMza7gYYQ-2A0LDn2f6qYyAIdZQV1_Lu3pSspktAdvACZMHBChkY_qGNDfPXDuIHbcCVJGskS31iaJ3ZkXUlKxRGXAxFIyzvn9Oz-Cl8nr-0H7yeBZMEnfkH4ggwOsNIBdBLztTQWdjI3zaAA&__tn__=-%5dK-R
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energi batubara. Nah kita juga memberikan gambaran

kepada mereka sebenarnya apa yang diinginkan dari
mereka, dari parlemen Kroasia. Tentu disertai dari
pendamping pemerintahnya untuk bisa ada tidak
lanjutannya yang lebih aktual, jadi kita bukan hanya
diskusi tapi ada tindak lanjut implementasi yang
memang langsung bisa ditindak lanjuti," jelas
Ferdiansyah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu
(24/5/2023).

Politisi dari Fraksi partai Golkar ini mengungkapkan,
pertemuan grup parlemen Indonesia-Kroasia dengan
Duta Besar Kroasia untuk Indonesia adalah bagian
pertama tindak lanjut kunjungan ke Kroasia guna
melakukan komunikasi diplomasi dengan parlemen
Kroasia. Ada rencana kunjungan balasan Parlemen
Kroasia untuk hadir ke Indonesia.

"Kunjungan dubes ini juga dalam rangka
mempersiapkan gambar-gambaran apabila ada
keinginan sangat baik dari Parlemen Kroasia untuk
hadir ke Indonesia. Oleh karena itu agendanya
diantaranya mengenai waktu, karena kita juga
mempersiapkan masa sidang yang akan datang, itu
juga fokus RAPBN 2024 oleh karena itu kami
memberikan ancang-ancang pada akhir September,"
papar Ferdiansyah.
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Kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam
mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan
kemakmuran di kawasan. Dalam hal ini, peran
diplomasi parlemen sangat strategis dalam
mendukung kemajuan hubungan bilateral, terlebih di
negara dengan fungsi parlemen yang krusial dalam
menentukan arah kebijakan melalui legislasi,
penganggaran, dan pengawasan.

12.

KSI - BKSAP

Diskusi virtual IPU
bertajuk “Shout Out
to Changemalkers”

tanggal 24 Mei 2023.

Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti menjadi
moderator pada diskusi virtual yang bertajuk “Shout
Out to Changemakers” yang diselenggarakan oleh
Inter-Parliamentary Union (IPU), Rabu (24/5/2023).
Diskusi ini sekaligus untuk memperingati dua tahun
digaungkannya kampanye “I Say Yes to Youth in
Parliament”.

Dalam rangka mobilisasi dan meningkatkan
partisipasi pemuda di parlemen, sejak tahun 2021
IPU gencar mengampanyekan “I Say Yes to Youth in
Parliament”. Melalui diskusi “Shout out to
Changemakers” ini, IPU ingin lebih mempererat dan
menyatukan para pemuda yang sudah berpartisipasi
sebelumnya. Diantaranya Ketua Parlemen, anggota
parlemen, pemimpin partai politik, serta pemimpin
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dari organisasi internasional, masyarakat sipil,
kelompok pemuda, dan lainnya.

Diawal diskusi peserta diajak melihat tayangan pesan
“I Say Yes to Youth in Parliament” dari berbagai
anggota parlemen. Kemudian Politisi Fraksi Partai
Golkar ini meminta peserta untuk berpartisipasi
dalam sebuah poling terkait ikrar untuk membuat
perubahan.

Diskusi virtual ini dibuka langsung oleh Sekretaris
[PU Martin Chungong. Kemudian dilanjutkan oleh
paparan dari beberapa anggota parlemen yang
berbagi pengalaman terkait kampanye “I Say Yes to
Youth in Parliament’ di negaranya masing-masing.

Dari diskusi ini Dyah Roro mencatat beberapa
tantangan yang dihadapi oleh parlemen muda dari
seluruh dunia yakni inklusivitas dan pendanaan.
Kepada peserta diskusi, ia turut berbagi pengalaman
parlemen Indonesia dalam proses perancangan
undang-undang yang inklusif. Yaitu mengadopsi nilai
gotong-royong (Collective action) yang berasaskan
semangat kebersamaan.

Anggota BKSAP DPR RI lainnya, Puteri Anetta
Komarudin memaparkan semangat perubahan dari
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anggota parlemen muda Indonesia. Salah satu yang
berhasil diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah
terbentuknya Kaukus Pemuda Parlemen DPR RI.

13. | KSB - BKSAP | Rapat Pleno ke-12 Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin

BKSAP tanggal 25 —
27 Mei 2023.

Rapat Pleno ke-12 BKSAP DPR RI di Sentul, Jawa
Barat (25/05/2023).

Dalam Rapat Pleno tersebut diinformasikan berbagai
kegiatan BKSAP beberapa waktu yang lalu seperti
AIPA Interface Dialogue di Labuan Bajo, Kunjungan
Diplomasi BKSAP ke Suriah dan Lebanon serta
Pelantikan Dr. Sukamta (F-PKS) sebagai Wakil Ketua
BKSAP. Dibahas pula berbagai rencana kegiatan
BKSAP dalam Masa Persidangan V dan Masa
Persidangan I.

Disampaikan juga bahwa dalam waktu dekat BKSAP
akan menjadi tuan rumah sidang AIPACODD di Bogor
tanggal 30 — 31 Mei 2023, sidang WAIPA di Sumatera
Barat pada 6 Juni 2023, sidang umum AIPA di
Jakarta pada 5 — 10 Agustus 2023 serta sidang
MIKTA pada pertengahan November 2023. Selain itu
juga akan ada berbagai pengiriman delegasi ke sidang
regional/internasional, pembentukan Panja BKSAP
maupun penerimaan tamu-tamu. Diharapkan semua
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anggota BKSAP dapat terlibat aktif dalam kegiatan
BKSAP baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Diinformasikan juga berbagai hasil publikasi BKSAP
antara lain Kaleidoskop Diplomasi Parlemen 2019 —
2024, Parliamentary Handbook on the Agenda of Green
Economy in Indonesia dan SEAPAC Parliamentary
Handbook: “Role of Parliaments in Oversight of Public
Debt Management & Anti-Corruption in Southeast
Asia’.

Pimpinan BKSAP juga mengapresiasi partisipasi
Anggota BKSAP yang telah melaksanakan fungsi
diplomasi parlemen dengan baik di tengah kesibukan
menjelang tahun politik. Diharapkan BKSAP dapat
terus memberikan kontribusi besar bagi diplomasi
parlemen DPR RI.

14. | KSI - BKSAP | Kunjungan Kerja Wakil Ketua BKSAP, Gilang Dhielafararez (F-PDIP)
Panitia Kerja tentang | memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja tentang

perubahan Iklim prubahan Iklim Global di Sentul, Jawa Barat

Global tanggal 25 —
27 Mei 2023. (25/05/2023).

Dalam Kunjungan Kerja tersebut di berbagai kegiatan
BKSAP yang sudah dilakukan di Masa Sidang IV dan
akan dilakukan di Masa Sidang V dan Masa Sidang I
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yang berhubungan dengan perubahan Iklim Global
antara lain:

1. UN Parliamentary Hearing pada bulan Februari
lalu yang bertajuk Water for People and the
planet: Stop the waste, change the game, invest
in the future dan;

2. Parliamentary forum at the High-Level Political
Forum on Sustainable Development yang
bertajuk The mid-point toward the SDGs: Taking
Stock of parliamentary action yang akan
diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2023 di
New York, Amerika Serikat, serta;

3. UN Climate Change Conference (UNFCCC
COP28) yang rencananya akan diselenggarakan
pada 30 November — 12 Desember 2023 di
Dubai, Uni Emirat Arab.
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1. | DPRD Kota Menerima audiensi | Dalam rangka mendapatkan informasi dan referensi
Bandung pada tanggal 16 Mei | terkait “kendala dan upaya BK terhadap penyelesaian
2023. pelanggaran kode etik” untuk bahan masukan dan
perbandingan bagi Badan Kehormatan Kota Bandung.
2 Rapat Intern MKD 1. Membahas dan Mengesahkan Program Kerja Masa
pada tanggal 17 Mei Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023;
2023. 2. Membahas Perkara yang Masuk;

3. Dan lain-lain.

3 | DPRD Kota Menerima Audiensi | Dalam rangka studi komparatif terkait Kode Etik dan

Surakarta gggg tanggal 22 Mei | Tata Beracara Badan Kehormatan.
4 | DPRD Kota Kunjungan Kerja | Dalam rangka Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang
Bekasi MKD pada tanggal | Mahkamah Kehormatan Dewan, Tanda Nomor
23-25 Mei 2023. Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI
serta Hak Imunitas Wakil Rakyat.
5 Rapat Intern MKD 1. Membahas Perkara yang Masuk;
pada tanggal 25 Mei | 2. Membahas Persiapan Kunjungan ke Luar
2023. Negeri;

3. Dan lain-lain.

6 Rapat Intern MKD 1. Membahas Perkara yang Masuk;
pada tanggal 26 Mei | 2. Dan lain-lain.
2023.
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Kulon Progo

29-31 Mei 2023.

Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI
serta Hak Imunitas Wakil Rakyat

NO INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
7 Paket Meeting MKD | Paket Meeting Mahkamah Kehormatan Dewan:
pada tanggal 26-28 | “Branding Personal Untuk Branding MKD” dan “Urgensi
Mei 2023. Penegakan Kode Etik Sistem Pendukung DPR RI”.
8 | DPRD Kunjungan Kerja Dalam rangka Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang
Kabupaten MKD pada tanggal | Mahkamah Kehormatan Dewan, Tanda Nomor
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1. | Koordinator Nasional
Forum Guru Sertifikasi
Non Inpassing Indonesia

Audiensi Badan
anggaran dengan
Koordinator Nasional
Forum Guru Sertifikasi
Non Inpassing Indonesia
tanggal 17 Mei 2023.

Audiensi dalam rangka Program
Kementerian Agama RI terkait SK
Inpassing Tahun 2023.

2. | Mahasiswa Universitas
Trunojoyo Madura

Audiensi Badan
Anggaran dengan BEM
Universitas Trunojoyo
Madura tanggal 29 Mei
2023.

Audiensi dalam rangka Fungsi
Anggaran DPR RI.

3. | Kementerian Keuangan
RI, Kementerian PPN/
Bappenas RI, Bank
Indonesia

Rapat Kerja Badan
Anggaran dengan
Pemerintah dan Bank
Indonesia tanggal 30
Mei 2023.

Rapat Kerja Badan Anggaran
dengan Pemerintah dan Bank
Indonesia dalam rangka:

- Penyampaian Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran
2024 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024,

- Pembentukan Panja-Panja.
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1. | Rapat Intern BAKN Akuntabilitas Keuangan | Membahas dan menetapkan
Negara. jadwal MS V Tahun Sidang 2022 -
2023.

Rapat dilaksanakan
pada tanggal 16 Mei
2023 pukul 12.00 s.d.

selesai.
2. | ¢ Dirjen Kekayaan Negara Akuntabilitas Keuangan | BAKN DPR RI melakukan
Kemenkeu R.I Negara. Kunjungan Kerja ke Provinsi
e Deputi Keuangan Negara Banten, selanjutnya melakukan
Kemenkeu R.I Kunker dilaksanakan pertemuan di PT. Krakatau Steel,
e PT. Askrindo pada tanggal 29 Mei s.d. | Cilegon Banten, dalam rangka
e Perum Jamkrindo 31 Mei 2023. Penelaahan BAKN DPR RI
e PT. Krakatau Steel terhadap LHP BPK RI terkait
Penyertaan Modal Negara (PMN)
pada BUMN.

kkkkk

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



